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“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna)
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan
apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah
mengetahui.”

(Qs. Ali- Imran: 92)*
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PEDOMAN TRANSLITERASI?

A. Umum
Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam
tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa
Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab,
sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan
bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi
rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap

menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan
I = Tidak ditambahkan o==dI
«=B L=th
= L=dh
b ¢ =‘(koma menghadap ke atas)
z=1 g¢=gh
c=H c=f
¢ =Kh S8=q
2=D d=k

2 pedoman Penulisan Karya llmiah, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, 2003), H. 73-76.



3=Dz Jd=1

=R p=m
Jo=Z o=n
>=3S IR/
o =8y »=h
w==Sh $=Yy

Hamzah (+) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal
kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun
apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda

koma diatas (“), berbalik dengan koma () untuk pengganti lambing “¢”.

. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah

[13%3) (Y4l
1

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan

bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

~

Vocal (a) panjang = A Misalnya J&  menjadi Qala
Vocal (i) Panjang = 1 Misalnya Ja menjadi Qila
Vocal (u) Panjang = U Misalnya 0 menjadi Dana

[72e)
1

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan ‘1,
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah

ditulis dengan‘“aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:



Diftong (aw) = Misalnya J&  menjadi Qawlun
Diftong (ay) = ¢ Misalnya 2% menjadi Khayrun
. Ta’ marbithah (3)

Ta’ marbiithah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat,
tetapi apabila Ta’ marbathah tersebut beradadi akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4wl 4.l maka
menjadi ar-risélat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah
kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan
kalimat berikutnya, misalnya 4 4es , & menjadi fi rahmatillah.

. Kata Sandang dan Lafdh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” ( J!') ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak

diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan
nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan,

tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.
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ABSTRAK

Ahmad Hidayat, NIM 1321060, 2017. Sengketa Wakaf Atas Tanah Jaminan
Hutang (Kasus Di Jalan Gadang Gang 2 Kelurahan Gadang
Kecamatan Sukun Kota Malang). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Kata Kunci : Sengketa Wakaf, Jaminan Hutang

Wakaf merupakan hal yang paling mulia tetapi ada persyaratan bahwa
orang yang mewakafkan adalah orang yang memiliki, lalu bagaimana dengan
orang yang belum jelas hak kepemilikannya dan kemudian tanah tersebut
diwakafkan, dengan demikian di JI. Gadang gg 2 No.7 Kecamatan Sukun Kota
Malang terdapat permasalahan yang menarik yaitu terdapat persengketaan wakaf
atas tanah jaminan hutang antara kedua belah pihak yang mana keduanya
mengakui bahwa tanah tersebut milik mereka.

Berdasarkan masalah tersebut peneliti mengadakan penelitian ini dengan

tujuan untuk mengkaji status tanah wakaf yang menjadi sengketa antara kedua
belah pihak, dan juga bertujuan untuk mengetahui akibat hukum sengketa wakaf
atas tanah jaminan hutang yang ditinjau dalam Perspektif Undang-undang No. 5
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang berupa
penelitian empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di JI.
Gadang gg 2 No.7 Kecamatan Sukun Kota Malang. Adapun jenis penelitian ini
adalah penelitian lapangan, karena peneliti dalam mencari data-data dan juga
informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini,
wawancara, dokumentasi, dan observasi merupakan cara dalam pencarian data-
datanya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa status tanah sengketa tersebut
merupakan milik pihak pertama yang dirugikan, sedangkan pihak kedua
mewakafkan tanah tersebut tanpa seizin pihak pertama sebagai pemilik yang sah.
Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Undang-undang No. 5
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa syarat wakaf
adalah tanah milik sendiri dan hak turun-menurun, maka dari itu tanah yang
diwakafkan tersebut batal demi hukum dikarenakan bukan milik pihak kedua,
adapun bukti-bukti surat akta jual beli tanah ada pada milik pihak pertama bukan
kedua.
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ABSTRACT

Ahmad Hidayat, NIM 1321060, 2017. Wakaf Dispute toward The Debt
Guarantee Land (Case Study at Jalan Gadang gg 2 No. 7 Sukun
District of Malang). Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah,
Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of
Malang. Advisor: Dr. H. Isrogunnajah, M.Ag.

Keywords: Waqgf Dispute, Debt Guarantee

Wagf is the noblest thing but there is a requirement that the person who
donated is the owner, then what about the person whose ownership is not clear
and then the land is donated, thus at JI. Gadang gg 2 No.7 Kecamatan Sukun Kota
Malang there is an interesting problem that is the waqf dispute over the land of
debt guarantee between the two parties which both confess that the land belongs
to them.

Based on the problem, the researcher conducted this research with the aim
to examine the status of waqgf land which was being dispute between both parties,
and also aim to understand the effect of waqf disputes law on debt guarantee land
which is reviewed in Perspective of Law no. 5 of 1960 about Basic Regulations of
Agrarian Principles.

In this study the researcher uses the type of research in the form of
empirical research. So the approach used in this study uses a qualitative
descriptive approach with the location of research at Jl. Gadang gg 2 No.7
Kecamatan Sukun Malang City. The type of this research is field research,
because researcher in finding the data and also the information needed in this
study. In this study, interviews, documentation, and observation is a way of
searching the data.

Based on the study results that the status of disputed land is the first party
property harmed, while the second party donated land without the permission
from the first party as the legal owner. Further described in Government
Regulation no. 24 of 2006 about the Implementation of Law no. 41 of 2004 about
Wagf and Law no. 5 of 1960 about the Basic Regulations of Agrarian Principles,
that the terms of waqf are self-owned land and the decent right, therefore the
donated land is null and void because it is not owned by the second party, as for
the letter proof of sale and purchase of land is on the first party property rather
than the second.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan
penting dalam kehidupan mereka sehari-hari, terlebih lagi bagi rakyat
pedesaan yang pekerjaan pokoknya bertani, berkebun atau berladang,
tanah merupakan tempat pergantungan hidup mereka.® Sedangkan bagi
masyarakat modern, tanah merupakan factor produksi terpenting yang

menjadi topik kajian serius para ahli ekonomi.* Menurut van Dijk,

® Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek. 1
* Irfan Ra’ana, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khattab, (Jakarta: Pustaka Firdaus,
1990), 17



“Tanahlah yang merupakan modal yang terutama, dan untuk bagian
terbesar dari Indonesia, tanahlah yang merupakan modal satu-satunya.”

Dalam undang-undang dasar tahun 1945 Pasal 33 ayat (3),
disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikauasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam
Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pengertian tanah diatur dalam
pasal 4 UUPA yang menjelaskan bahwa atas dasar hak menguasai dari
negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan
kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang lain serta badan hukum.

Dengan demikian yang dimaksud istilah tanah dalam pasal tersebut
adalah permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari
tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena
itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah)
termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di
atasnya merupakan suatu persoalan hukum.

Hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA
dijabarkan macamnya dalam pasal 16 ayat (1) UUPA dan Pasal 16 ayat (1)

UUPA adalah: Hak Milik; Hak Guna Usha; Hak Guna Bangunan; Hak

® Van Dijk, pengantar Hukum Adat di Indonesia, (diterjemahkan oleh Mr. A. Soekandi), Vorkrink-
van Hoeve, Bandung’s Gravenhage, Cetakan Ketiga, (tanpa halaman), 54.



Pakai; Hak Sewa untuk Bangunan; Hak Membuka Tanah; Hak Memungut
Hasil Hutan. °

Salah satu hak atas tanah yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1)
UUPA adalah Hak Milik. Hak Milik menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA
adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang
atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA mengenai fungsi
sosial hak atas tanah. Turun temurun maksudnya adalah hak milik atas
tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan apabila
pemiliknya meninggal dunia, maka hak milik tersebut dapat dilanjutkan
oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik.
Terkuat, yaitu bahwa hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan
hak atas tanah lainnya, tidak memiliki batas waktu tertentu, mudah
dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus.
Terpenuh, maksudnya adalah hak milik atas tanah memberi wewenang
kepada pemiliknya paling luas apabila dibandingkan dengan hak atas tanah
lainnya, dapat menjadi induk dari hak atas tanah lainnya, tidak berinduk
pada hak atas tanah lainnya, dan penggunaan tanahnya lebih luas apabila
dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya.’

Pasal 21 ayat (1) hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai
hak milik. Pasal 22 ayat (1) terjadinya hak milik menurut hukum adat
diatur dengan Peraturan Pemerintah, ayat (2) selain menurut cara sebagai

yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadinya karena;

® Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Peraturan Perundangan
Perwakafan, (Jakarta, Oktober 2006). 65-68
’ Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 63



Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-sayarat yang ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah; dan Ketentuan Undang-undang.®

Pasal 23 ayat (1) Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya
dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19. Ayat (2) pendaftaran
termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai
hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebasan hak tersebut.
Pasal 24 Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan
diatur dengan peraturan perundangan. Khusus perwakafan tanah, telah ada
peraturan perundang-undangan positif yang berlaku, khususnya Peraturan
Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977. Peraturan Pemerintah inilah yang
banyak menjadikan acuan Buku Il Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi
Peraturan Pemerintah ini bukan satu-satunya aturan yang berlaku tentang
perwakafan tanah di Indonesia, karena Peraturan Pemerintah itu mengatur
pelaksanaan salah satu Undang-undang. Pasal 25 UUPA bahwa hak milik

dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan.

Dalam Hukum Tanah Nasional yang dijelaskan di muka jelas
ditetapkan bahwa hak atas tanah yang dapat diwakafkan adalah milik
sendiri bukan milik orang lain. adapun banyak syarat-syarat serta rukun
yang harus dipenuhi dalam mewakafkan tanah tidak bisa sepihak saja
melainkan harus jelas tanahnya milik sendiri, wakif dan nazhir juga harus

jelas dalam pengikraran wakaf serta disaksikan oleh Kepala Kantor Urusan

8 Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 67



Agama dan nantinya akan dibuatkan setifikat akta tanah wakaf tersebut.
Berdasarkan surve yang peneliti lakukan di jalan Gadang gang 2 No. 7
RT.010/007 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang, terdapat
permasalahan yang mana ada sengketa tanah wakaf atas tanah jaminan
hutang, menyebabkan kedua belah pihak dalam hal ini saling mengakui
bahwa tanah yang diwakafkan tersebut adalah miliknya bukan milik orang

lain.

Dalam permasalahan sengketa ini sudah dilaporkan kepada Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, hal ini tentunya
menimbulkan keresahan di masyarakat Kelurahan Gadang gang 2,
khususnya kedua belah pihak yang saat ini masih konflik, maka dalam hal
ini kedua belah pihak harus memberikan bukti-bukti surat yang diakui
bahwa tanah itu miliknya bukan milik orang lain. Maka hal ini menjadi
pertanyaan penulis, bagaimana status tanah sesungguhnya yang menjadi
sengketa antara kedua belah piha tersebut, serta bagaiamana akibat hukum
yang terjadi jika ditinjau dari Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah No.
28 Tahun 1977, Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977, Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah
Mengenai Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Mnteri Agama No. 1
Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 28
Tahun 1977, yang kemudian nantinya penelitian ini dapat dijadikan contoh

untuk penelitian selanjutnya.



B. BATASAN MASALAH

Adanya batasan masalah dalam suatu penelitian sangatlah
diperlukan agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus pada substansi
persoalan yang akan diteliti sehingga tujuan dari penelitian dapat terarah
dengan baik.

Oleh karena itu sesuai dengan judul diatas, maka dapat dipahami
bahwa dalam hal ini penulis hanya membatasi masalah pada surat tanah
yang menjadi jaminan hutang untuk menjadi jaminan tersebut lalu di
wakafkan untuk masjid tanpa sepengetahuan pemilik rumah dan hal ini
yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yaitu orang yang
memiliki tanah dan orang yang mewakafkantanah tersebut.

Serta peneliti dalam menganalisis permasalahan tersebut merujuk
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977
Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Menteri Agama No. 1
Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28
Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Yaitu terhadap status tanah
yang diwakafkan ke Masjid Nurul Huda Di Kelurahan Gadang gang 2

Kecamatan Sukun Kota Malang tersebut.



Maka dari itu penelitian ini perlu diteliti dikarenakan belum pernah
ada yang membahas Sengketa Wakaf Atas Tanah Jaminan Hutang tersebut
diwakafkan tanpa sepengetahuan pemilik tanah.

C. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis ungkapkan di atas,
maka perlu disusun rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini
guna menjawab segala permasalsahan yang ada. Adapun rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah berikut:
1. Bagaimana status tanah yang menjadi objek sengketa antara wakif dan
pemilik tanah?
2. Bagaimana akibat hukum sengketa wakaf atas tanah jaminan hutang ?
D. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini
mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan status tanah yang menjadi objek sengketa
antara wakif dan pemilik tanah
2. Untuk Mendiskripsikan akibat hukum sengketa wakaf atas tanah
jaminan hutang
E. MANFAAT PENELITIAN
Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
a. Menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang bagaimana

akibat hukum atas sengketa wakaf atas tanah jaminan



b. Memperkaya wacana keislaman, khususnya dalam bidang
perwakafan supaya masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan
sengketa wakaf tersebut.

c. Dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi
akademisi, masyarakat umum, dan peneliti lainnya dalam menggali
permasalan-permasalan tentang sengketa wakaf atas tanah jaminan.

b. Dapat dijadikan salah satu bahan kajian bagi peneliti berikutnya
yang lebih mendalam untuk memperkaya dan membandingkan
temuan-temuan dalam bidang sengketa perwakafan.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dan kesulitan dalam
penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan dan dikemukakan
beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan apa yang akan

disampaikan, yaitu:

1. Sengketa wakaf
Sengketa adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau
kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau

objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan



dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada
dibatas tanah yang bersangkutan.’

Jadi berdasarkan keterangan diatas dapat diambil pemahaman
bahwa sengketa merupakan konflik yang menyebabkan kedua belah
pihak memperjuangkan kepentingannya demi mendapatkan apa yang

diinginkan.

. Tanah

Menurut Pasal 1 Ayat (4) UUPA adalah permukaan bumi,
termasuk pulatubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.
Permukaan bumi menurut Pasal 4 Ayat (1) UUPA adalah tanah.*°

Dapat diambil pemahaman bahwa tanah adalah bumi yang sangat
vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi ini hal ini karena tanah
mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air

sekaligus sebagai penopang akar.

. Jaminan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggungan diartikan sebagai
barang yang dijadikan jaminan. Sedangkan jaminan itu sendiri artinya
tanggungan atas pinjaman yang diterima.

Jadi dapat dipahami jaminan adalah barang yang ditangguhkan
sampai yang terkait menyelesaikan apa yang menjadi tanggungan

tersebut.!

% Urip santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009),

61

19 Kitab Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria,
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G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penulisan peneliti ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat
dipahami dan ditelaah. Maka, penulis menggunakan sistematika
pembahasan yang terdiri dari lima bab yang mempunyai bagian tersendiri
secara terperinci, susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini di jelaskan
kerangka pemikiran dari kerja penelitian. Sebab, bab ini memuat
pembahasan tentang Latar Belakang Masalah yang menjelaskan mengenai
dasar dilakukannya penelitian, Rumusan Masalah merupakan inti dari
permasalahan yang diteliti, Tujuan Penelitian berisi tentang tujuan dari
diadakan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, sistematika
penulisan. Teknik pengolahan data dan analisis data. Metode penelitian ini
merupakan suatu cara atau teknis yang akan di lakukan dalam proses
penelitian lebih terarah dan terorganisir.

Bab kedua ini berisi kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu
untuk penelitian, dimana mendiskripsikan gambaran umum mengenai
wakaf. Pada bab kedua ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan
secara teoritik terhadap masalah yang disajikan. Tidak hanya itu saja, pada
bab kedua ini di maksudkan untuk mendapatkan landasan teori, dasar
hukum, mendapatkan batasan/ definisi/ arti dan kekuatan hukum yang

dimiliki akta surat tanah yang dibuat oleh kedua belah pihak.

1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Cet. Ketiga Balai Pustaka).
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Bab ketiga adalah metode penelitian. Metode ini yang akan
mengulas atau yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode
tersebut meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, metode
pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisis data. Sehingga
dengan pembahasantersebut dapat mengungkap sejumlah cara yang diatur
secara sistematis, logis, rasional dan terarah.

Bab keempat yaitu hasil penelitian, inti dari penelitian karena pada
bab ini akan menganalisa data-data baik melalui data primer maupun data
sekunder yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang telah
ditetapkan. Penulisan judul ditulis dengan hasil penelitian dan pembahasan
dan judul sub-subnya disesuaikan dengan tema-tema yang dibahas dalam
penelitian.

Bab kelima ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan
saran, dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dan penelitian yang
dilakukan, melainkan jawaban yang singkat atau akhir atas rumusan
masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada
pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema
yang diteliti untuk pengetahuan bagi masyarakat atau penelitian di masa-

masa mendatang.



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Peneltian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian
yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga
terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan
atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu
penelitian teradahulu sangat penting untuk perbandingan.

Sejauh pengamatan penulis, kajian tentang sengkata wakaf atas
tanah jaminan hutang belum ada yang meneliti dalam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Akan tetapi
penulis menemui beberapa penelitian tentang sengketa tanah wakaf.

Penelitian tersebut adalah :

12
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1. Moh. Abdul Rochman.

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap
Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris Di
Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran”. Skripsi ini
merupakan hasil penelitian lapangan tentang Analisis Hukum Islam
Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli
Waris Di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran.

Penelitian tersebut membahas tentang Perwakafan tanah untuk
pendirian Masjid Jadidah yang berada di Kelurahan Sidotopo Wetan,
Kecamatan Kenjeran, Surabaya telah dilakukan oleh ahli waris. Maka
dari itu, penarikan harta wakaf dilatar belakangi oleh wakif yang
mempunyai hutang berlipat sehingga harus membayarnya dan sumber
penghasilan ahli waris tidak mencukupi. Sedangkan analisis hukum
Islam menurut Syafi’iah, tanah wakaf tidak boleh ditarik, karena
bersifat muabbab (berlaku selamanya), dan menurut Hanafiah
penarikan tanah wakaf boleh, karena wakaf seperti ariya (pinjaman)
selama sebelum dibuat masjid. Dengan demikian di atas tanah wakaf
sudah didirikan masjid yang berada di Kelurahan Sidotopo Wetan
tidak boleh ditarik.*?

2. Mohammad Sihab.
Penelitian yang Berjudul. “Sengketa Tanah Wakaf Majid

Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakem Kec.

12 Moh. Abdul Rochman, Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Untuk
Membayar Hutang Ahli Waris Di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran. Skripsi, (IAIN
Sunan Ampel Surabaya, 2010)
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Sukolilo Kabupaten Pati)”. Penelitian tersebut membahas tentang
sengketa tanah wakaf masjid yang mana wakif (bapak Sudir) menarik
kembali harta wakafnya. Hasil analisis penelitian tersebut bahwa yang
menjadi penyebab utama dalam sengketa tanah wakaf masjid ini
adalah tidak adanya niat yang ikhlas dari seorang wakif dalam
mewakafkan tanahnya, karena tanah tersebut terdapat mata air dan air
tersebut dijual kepada masyarakat, sehingga inilah yang menjadi
perebutan antara wakif dengan masyarakat desa.™®
3. Chomsul Huda

Penelitian yang dilakukan oleh Chomsul Huda (2007)
Mahasiswa UIN Maliki Malang Fakultas Syariah dengan Judul
skripsinya Respon Masyarakat Terhadap Wakaf Masjid yang
Disengketakan (Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar).
Hasil penelitian yang dilakukan dilapangan diperoleh hasil bahwa,
latar belakang terjadinya sengketa tanah wakaf masjid Baitus Salam
adalah bermula dari adanya tanah wakaf yang baru yang tidak diterima
oleh nadzir wakaf Baitus Salam. Sedagkan sikap dan perilaku
masyarakat selama terjadi sengketa wakaf masjid Baitus Salam adalah
berbeda-beda, ada yang mendukung dan ada juga yang tidak

mendukung perluasan masjid, bahkan ada sebagian masyarakat yang

3 Muhammad Sihab. “Sengketa Tanah Wakaf Majid Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus
Desa Pakem Kec. Sukolilo Kabupaten Pati)”. Skripsi (IAIN Walisongo Semarang, 2010)
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tidak mau lagi melaksanakan shalat di masjid Baitus Salam yang

baru.'*

Dari beberapa judul skripsi yang telah dipaparkan oleh penulis diatas,

terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan belum ada

yang membahas tentang Sengketa Wakaf atas Tanah Jaminan Hutang.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada status tanah wakaf

tersebut serta akibat hukum dari sengketa di jl gadang gg 2, Kecamatan

Sukun Kota Malang. Apabila dijabarkan dalam bentuk tabel maka dapat

disimpulkan antara letak perbedaan dan persamaan antara beberapa skripsi

diatas.

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Persamaan Perbedaan
Moh. Abdul | Analisis - Sama-sama |- M. Abdul sengketa
1 | Rochman/ Hukum Islam | menarik karena ahli warisnya
(1AIN Terhadap kembali memiliki hutang,
Sunan Penarikan aset tanah |- Sedangkan penelitian
Ampel yang sudah | Ahmad Hidayat
Surabaya, Tanah Wakaf diwakafkan | Tanah tersebut adalah
2010) Untuk . jaminan hutang pihak
Membayar - Sama-sama | kedua kepada wakif.
Hutang Ahli | tanah untuk |- M. Abdul memakai
Waris di masjid. analisis Hukum
Kelurahan Islam. »
i - sedangkan peneliti
Sidotopo . ..
memakai analisis
Wetan UUPA.
Kecamatan - Lokasi dan tempat
Kenjeran. berbeda.
- M. Sihab
2 Muhammad | “Sengketa -Sama-sama | mneganalisis dengan
Tanah Wakaf | sengketa

14 Chomsul Huda. Respon Masyarakat Terhadap Wakaf Masjid yang Disengketakan (Desa Jiwut
Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar). Skripsi (UIN Malik Ibrahim Malang, 2007)



16

Sihab/ 1AIN | Majid Dalam | tanah wakaf | Hukum Islam.
Walisongo Perspektif untuk - Peneliti A. Hidayat
Semarang, Hukum Islam | masjid. menganalisis dengan
2010 (Studi  Kasus UUPA.
Desa Pakem - Lokasi dan tempat
Kec. Sukolilo berbeda.
Kabupaten
Pati)”
Chomsul Respon - sama-sama |- C. Huda menganalisis
3 | Huda/ UIN | Masyarakat wakaf respon masyarakat
Malik Terhadap masjid yang | terhadap sengketa
iBrahim Wakaf Masjid | disengketak | wakaf masjid
Malang, yang an oleh tersebut.
2007 Disengketakan | kedua belah |- Sedangkan A.Hidayat
(Desa Jiwut pihak meneliti tentang status
Kecamatan dan Akibat hukum
dari sengketa masjid
Eg:)eugpc::en Nurul huda
Blitar)

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Tanah Wakaf

Menurut istilah, wakaf secara harfiah bermakna pembatasan atau

larangan. Sehingga kata wakaf digunakan dalam Islam untuk maksud

“pemilikan dan pemeliharaan” harta benda tertentu untuk kemanfaatan

sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan

harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut.*

Dalam peristilahan syara’ secara umum, wakaf adalah sejenis

pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan

(pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku

1> Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif figh, Hukum Positif dan Manajemen, (Malang: UIN

Maliki Pres, 2011). 26.



17

umum. Yang dimaksud tahbisul ashli ialah menahan barang yang
diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan,
disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah
menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa
imbalan.*®

Selanjutnya pengertian lain yang diungkapkan olej syaikh Al-
Qalyubi yang mengatakan bahwa wakaf adalah: “Habsul mali yumkimu
al-intifa 'u bihi ma’a baq’i ainihi ala masharafi mubahin” (menahan harta
yang bisa diambil manfaatnya dari harta tersebut dengan menjaga bentuk
aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan).*’

Wahbah al-Zuhaily mengemukakan Pengertian wakaf menurut
beberapa ulama sebagai berikut:

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang
menurut hukum tetap milik dalam rangka mempergunakan manfaatnya
untuk kebaikan. Menurut jumhur wakaf adalah menahan suatu benda yang
mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedang bendanya tidak
terganggu. Menurut malikiyah wakaf adalah perbuatan wakif yang
menjadikan manfaat hartanyauntuk digunakan oleh mustahiq (penerima
wakaf).®®

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

didefinisikan pada Pasal 1. menerangkan bahwa wakaf adalah perbuatan

18 sudirm

an Hasan. 87

Y Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf, (Jakarta, Dompet Dhuafa Replubika;

2004). 41

18 Wahbah al-Zuhaily Terjemahan Kitab dari Kitab Figh Islam Wa Adillatuhu. 153-156
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hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu
tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut syariah.*®
2. Dasar Hukum Wakaf

Secara umum tidak terdapat ayat al-qur’an yang menerangkan konsep
wakaf secara jelas, dan macam-macam mempunyai konteks tetapi oleh
karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para
ulama dalam menerangkan ayat-ayat al-qur’an yang menjelaslan tentang
infaq fi sabilillah diantara ayat-ayat yang menjadi dasar disyariatkannya
ibadah wakaf bersumber dari:

a. Dasar al-Qur-an tentang wakaf:?°

s e o= 2 oM AP 2 P PN S T ST ST S
& @ hla gl il 6 Jias Al Juls @ o4lssl Osasis Cpddt 25
L s o ST L 4 2 L s @i g 20, LTt

el Aws AllTs 2LAG o Lamin 45 33> €l aiis

“Perumpaman orang-orang yang menafkahkan hartanya mereka di
jalan Allah adalah serupa dengan butir benih yang menumbuhkan
tujuh butir, pada setiap butir seratus biji. Allah (terus-menerus)
melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha
luas (karuniaNya) Lagi Maha Mengetahui.” ( Al-Barah 261 )

RSTT S 15a815 S5 1505 153kl 13831 55T Gl LET

b »/lii

9 Undang-undnag no. 41 Tahun 2004. (Jakarta, Departemen Agama). 2
0 Kementrian Agama RI, Al-qur’an Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun
Nuzul dan Hadits Shahih. (Kiracondong Bandung). 61
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“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu,
sembahlah Allah dan Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat
kemenangan” (Qs. Al-Haj: 77)

@

a0 Al GG ook (e 15Ra5 a5 Dot B 15Ba35 (5 31 1615 ()
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna)
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan

apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah
mengetahui.”’(Qs. Ali- Imran: 92)

2 s T U551 s (LS 1 Sl (o 524l 53T Gl G

l9alel5c dud Igtaaid T Y] auisly fhads (shailt 4o Euddl 153555 ¥
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa
yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu
memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya,
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha
Kaya lagi Maha Terpuji. ”(Al-Bagarah : 267)

Dalam Al-Qur’an tidak terperinci secara jelas membahas tentang
wakaf apalagi tentang sengketa wakaf, namun peneliti mengambil
penjelasan dari Sayyid Sabiq bahwa yang menjadi titik focus dalam
ayat tersebut adalah sebuah kata nafkah harta dijalan Allah dan juga
hasil usaha yang baik-baik. Adapun maksud nafkah harta dijalan
Alllah dan hasil usaha yang baik-baik ini dinamakan sebagai
shadagah.”* Dengan adanya sifat shadagah maka akan timbulnya suatu

kebaikan, dan kebaikan itu ketika dijalani akan mendapatkan pahala

bagi yang mensedekahkan.

2! Sayyid Sabiq. Figh Sunnah. Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 379.
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b. Dasar Hadis-Hadits Tentang Wakaf.

1) Hadits Muslim:*?

WSSANCCAENN (ERES S NSRRI PERbice RN A e S viets
@v.bd\u.c‘\.u\u.c;w‘u.c)ww‘}b

daz Lz sl HLady &6 13) 96 plas ale A Lo 4l ol &
s’y o o5 51 4 455K ele 51 215 281n (oo Y] 26 (0 )

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah-
yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan
kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala’ dari Ayahnya dari
Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka
terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah,
ilmu yang bermanfa'at baginya dan anak shalih yang selalu
mendoakannya." (MUSLIM - 3084)

Ada hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya
ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan

tanahnya yang ada di Khaibar:

L

w0 52 03 il be s | G b g s
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753 ¥ Caifally Juddl i 4l Jude 35 GBI @5 Gl 35 ehadl
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22 Muslim, Kitab Shahih Muslim, juz 2, No. 3084. 14.
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“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah

mengabarkan kepada kami Sulaim bin Ahdlar dari Ibnu ‘Aun dari
Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata,

Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia
datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan meminta saran
mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya
mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum
pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti
kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun
tersebut?” beliau menjawab: "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya
dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar
mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak
diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar
menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat,
pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-
pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang
lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil
tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya
dengan tidak menyimpannya."

Ibnu Umar berkata lagi, "Dan saya telah menceritakan hadits ini
kepada Muhammad, ketika saya sampai kepada perkataan; 'Dan tidak
menyimpannya', maka Muhammad mengatakan, "Dan tidak
mengumpul-ngumpulkan hartanya.” Ibnu ‘Aun berkata, "Dan telah
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memberitakan kepadaku orang yang telah membaca kitab ini, bahwa
di dalamnya tertulis, 'Dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya.’
Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah
telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zaidah. (dalam jalur lain
disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah
mengabarkan kepada kami Azhar As Saman. (dalam jalur lain
disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al
Mutsanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi semuanya
dari Ibnu 'Aun dengan sanad-sanad ini, hanya saja hadits lbnu Abu
Zaidah dan Azhar selesai pada lafadz, ‘atau memberi makan kepada
temannya tanpa menyimpannya', dan tidak disebutkan sesuatu
setelahnya. Sedangkan hadits Ibnu Abu ‘Adi, di dalamnya seperti yang
disebutkan oleh Sulaim, yaitu perkataanya (Ibnu Umar), 'Kemudian
hadits ini saya sampaikan kepada Muhammad' dan seterusnya.” Dan
telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah
menceritakan kepada kami Abu Daud Al Hafari Umar bin Sa'd dari
Sufyan dari lbnu 'Aun dari Nafi' dari lbnu Umar dari Umar dia
berkata, "Saya mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar,
lantas saya menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya
berkata, "Saya telah mendapatkan tanah perkebunan, dan tidak ada
yang lebih saya sukai selain tanah tersebu kemudian dia melanjutkan
hadits sebagaimana hadits mereka semua, namun dia tidak
menyebutkan 'Kemudian saya menyampaikan hadits ini kepada
Muhammad', dan juga setelahnya." (H.R. MUSLIM — No. 3085)*

2) Hadits Bukhari :**
O il Bhs flald Al wie & Maad B waz b 4tk s
Lage Al (s 3a2 ol G 336 ST g6
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2 Muslim, Kitab Shahih Muslim, juz 2, No. 3085. 14
24 Muhammad bin Ismail al-bukhari, kitab Shahih Bukhari, juz 2. 244



23

Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita
kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy telah bercerita
kepada kami Ibnu 'Aun berkata Nafi' memberitakan kepadaku dari
Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 'Umar bin Al Khaththab
radliallahu ‘anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat
Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai
Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak
pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa
yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?” Maka Beliau
berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu
kamu dapat bershadagah dengan (hasil buah) nya". Ibnu ‘Umar
radliallahu ‘'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadagahkannya
dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan
namun dia menshadagahkannya untuk para faqgir, kerabat, untuk
membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu
tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan
darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan
orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata;
"Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia
berkata: "ghoiru muta‘atstsal maalan artinya tidak mengambil harta
anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya.”
(BUKHARI - 2532)

Dari hadis-hadis diatas tidak ada hadis yang menerangkan tentang
sengketa wakaf akan tetapi ada kaitan hadits tersebut dengan Sengketa
Wakaf atas Tanah Jaminan Hutang yang mana bahwa tidak boleh
mencampur adukkan antara harta milik orang lain dengan kaitannya
ibadah kepada Allah, hal ini karena hakikatnya harta yang diwakafkan
harus bersifat kepemilikannya bukan milik orang lain, sehingga dalam

harta benda yang diwakafkan bersifat amal jariyah hingga akhir hayat.?®

Sedikit sekali memang ayat al-Quran dan as-Sunnah yang

menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum

% Ahmad Djunaidi dkk, Figh Wakaf, 12
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wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun
demikian, ayat al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi
pedoman para ahli figih Islam. Sejak masa Khulafa’u Rasyidin sampai
sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf
melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf
dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode
ijtihad yang bermacam-macam, seperti giyas dan lain-lain.?®
3. Macam-macam Benda Wakaf

Harta benda wakaf dalam pasal 15 diterangkan bahwa harta bend
awakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif
secara sah. Pasal 16 ayat (1) harta benda wakaf terdiri dari; benda tidak
bergerak, dan benda bergerak. Ayat (2) benda tidak bergerak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: hak atas tanah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah
maupun yang belum terdaftar; huruf b, bangunan atau bagian bangunan
yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; huruf c,
tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; huruf d, hak milik
atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; huruf e, benda tidak bergerk lain sesuai dengan
ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ayat
(3) benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah

harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang,

Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
direktorat Pemberdayaan Wakaf. Figh Wakaf, 2006. 15



25

logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual,
hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.?’

4. lkar Wakaf

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal
17 ayat (1) ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzhir di
hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. ayat (2) ikrar
wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan/ atau
tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18 menerangkan dalam hal wakif tidak dapat menyatakan
ikrar Wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar
wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk
kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Diterangkan lebih jelas dalam Pasal 19 untuk dapat melaksanakan
ikar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti
kepemilikan atas harga benda wakaf kepada PPAIW.

Adapun syarat para saksi dijelaskan dalam 20 saksi dalam ikrar
wakaf harus memenuhi persyaratan; dewasa, beragama Islam, berakal
sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Diperinci lagi tentang apa-apa yang harus dipenuhi yaitu dalam

Pasal 21 ayat (1) ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. ayat (2)

%" Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masayarakat Islam, Peraturan
Perundangan Perwakafan. 9-10
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akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat; a. nama dan identitas Wakif, b. nama dan identitas Nazhir, c. data
dan keterangan harta benda wakaf, d. peruntukan harta benda wakaf, dan
e. Jangka waktu wakaf.?

5. Rukun Wakaf

Dalam figh islam dikenal ada empat rukun atau unsur wakaf, yaitu:

Orang yang berwakaf (wakif)

Benda yang diwakafkan

Penerima wakaf
Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf.

oo o

Bagi orang yang berwakaf bahwa ia adalah orang yang ahli berbuat
kebaikan dan wakaf dilakukannya secara sukarela, tidak karena dipaksa.”®
Seperti juga disyaratkan bagi penjual dan pembeli, maka yang dimaksud
dengan “ahli berbuat kebaikan” di sini 1alah orang yang berakal (tidak gila
atau tidak bodoh), tidak mubazir (karena harta orang mubazir di bawah
walinya), dan balig.*

Adapun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun
wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka
dalam memandang substansi wakaf. Pengikut Hanafi memandang bahwa
rukun wakaf hanyalah sebatas shighat (lafal) yang menunjukkan
makna/substansi wakaf. Karena itu, Ibn Najm pernah mengatakan bahwa

rukun wakaf adalah lafal-lafal yang menunjukkan terjadinya wakaf.

%8 Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masayarakat Islam, Peraturan Perundangan
Perwakafan. (Tahun 2016). 11-12.

2 H. Sulaiman rasyid, figh Islam, (Wijaya, Jakarta), 1954, 304-305

%0 H. Sulaiman Rasyid. 244
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Berbeda dengan Hanafiyah, pengikut Malkikiyah, Syafi’iyah,
Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari:
Wagqif (orang yang berwakaf), mauquf alaih (orang yang menerima
wakaf), harta yang diwakafkan, dan lafal atau ungkapan yang
menunjukkan proses terjadinya wakaf. Berkaitan dengan hal ini, Al-
Khurasyi mengatakan bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu: barang yang
diwakafkan, shighat (lafal), wagif dan mauqup alaih.®*

Namun dalam hal ini penulis cenderung memilih metode Hanafiyah
yang memandang bahwa lafal-lah yang sebebnarnya menjadi rukun wakaf.
Alasannya menyebutkan suatu objek itu tidak perlu apabila subjeknya
sudah disebutkan, dan lafal itu sendiri sudah mencakup pihak waqif,
barang wakaf dan mauquf alaih. Dari sinilah, dapat dipahami bahwa
perspektif Hanafiyah yang membatasi rukun wakaf pada lafal semata, pada
dasarnya segala yang membatasi rukun wakaf pada lafal semata, pada
dasarnya sejalan dengan makna etimologi dari kata rukun itu sendiri.*?

6. Syarat-syarat Wakaf:
Untuk barang yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat sebagai
berikut:
a. Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil
manfaatnya.
b. Kepunyaan orang yang berwakaf. Benda yang bercampur haknya
dengan orang lain pun boleh diwakafkan seperti halnya boleh

dihibahkan atau disewakan.
c. Bukan barang haram atau najis.

3 Al-Khurasyi, juz 7. 78
% Lihat Hukum Wakaf, 88
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Sedangkan untuk orang atau fihak yang menerima wakaf (maukuf

alaih) berlaku beberapa ketentuan, yaitu:

Orang yang ahli memiliki, seperti syarat bagi orang yang berwakaf

(wakif). Artinya ia berakal (tidak gila), baligh, tidak mubazir

(boros) Hendaklah diterangkan dengan jelas kepada siapa suatu

benda diwakafkan. Orang tersebut harus sudah ada pada waktu

terjadi wakaf >

Karena itu tidak sah mewakafkan satu benda untuk anak yang
belum lahir. Dan tidak sah wakaf kalau seseorang misalnya berkata: “saya
wakafkan rumah ini”, karena tidak terang kepada siapa diwakafkannya,
sedangkan Imam Malik berpendapat sah saja.

Lafaz atau shigat adalah pernyataan kehendak dari wakif yang
dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa
diwakafkan dan utnuk apa dimanfaatkan. Kalau penerima wakaf adalah
fihak tertentu, sebagian ulama berpendapat perlu ada gabul (jawaban

penerimaan). Tapi kalau wakaf itu untuk umum saja, tidak harus ada

gabul.*

a. Syarat-syarat Wagqif (Pemberi Wakaf)
1.) Syarat-syarat kecakapan bagi Wagif.*
a.) Berakal
Para ulama sepakat bahwa wagif haruslah berakal dalam

pelaksanaan akad wakaf, agarnya wakafnya dianggap sah.

Begitu pula dalam hal kelangsungan pengelolaannya.

% Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, Hukum-hukum Figh Islam, Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan
Kelima, 1978, 502.

* H. Sulaiman Rasyid, Figh Islam, (Sinar Baru Algesindo). 305

% Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, (jakarta: 2003). 217
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Untuk itu tidaklah sah jika wakaf diberikan oleh orang gila,
karena dia tidak berakal, tidak pula dapat membedakan sesuatu
dan tidak layak untuk melakukan kesepakatan (akad) dan
aturan.

Selain itu Ijma’ ulama tidak mengakui keterangan atau
kesaksian dari orang yang tidak berakal karena dianggap tidak
sah dan tidak berdampak apa pun, disebabkan hilangnya akal
sebagai landasan dalam setiap perbuatan dan keputusan.

b.) Dewasa (baligh)

Tidak sah hukumnya wakaf yang berasal dari anak-anak
yang belum baligh. Sebab, jika dia belum dapat membedakan
sesuatu dia tidak layak untuk bertindak sekehendaknya.
Walaupun dia adalah anak yang sudah mengerti dia tidak layak
membuat satu keputusan, bersedekah dan segala bentuk
kesepakatan yang akan membahayakan sendiri.

Tidak ada pengecualian baik itu anak kecil yang telah diberi
izin dalam perniagaan ataupun tidak.* Ini adalah pendapat dari
golongan mayoritas fuqaha, seperti mazhab Hanafi, Syafi’l,
Maliki, Hambali, Zahiri, Syi’ah, Ja’fariyah, dan Zaidiyah.
Sebab anak kecil yang belum baligh bukan tergolong orang
yang berhak untuk berderma.

c.) Tidak dalam tanggungan, karena Boros dan Bodoh

% Lihat kitab Ahkam Al-Waqf, Karya Abdul Wahab Khalaf, 43.
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Kaidah figh mengatakan bahwasannya wakaf dari orang
yang boros dan bodoh yang masih dalam tanggungan
(perwalian), adalah tidak sah. Sebab, sedekah itu tidaklah sah,
kecuali dilakukan dengan kesadaran dan keinginan seseorang.
d.) Kemauan sendiri.

Wakaf harus didasarkan kemauan sendiri, bukan atas
tekanan atau pekasaan dari pihak manapun. Ulama telah
sepakat bahwa wakaf atau wasiat dari orang yang dipaksa tidak
sah hukumnya, begitu pula hukum atau ketentuan bagi setiap
perbuatannya. Hal ini didasarkan hadis yang diriwayatkan oleh
Hakim danlbn Majah, bahwasannya Rasulullah Saw bersabda:
“Telah diampuni umatku karena kekeliruan, lupa dan
keterpaksaan.”

e.) Merdeka

Merdeka adalah salah satu syarat bagi seorang waqif dalam

mewagafkan hartanya, dan tidak satu mazhab pun yang

menentangnya, kecuali sebagian mazhab pengikut Zahiriyah.

2.) Syarat-Syarat Pelaksanaan Wakaf

Dalam pelaksanaan wakaf ada dua syarat yang harus dipenuhi

waqif kaitannya dengan pihak lain: pertama; waqif tidak terikat

dengan utang, kedua; waqif tidak dalam kondisi sakit parah.

a.) Wakaf orang yang berhutang, mazhab Maliki jika wagqif

dalam kondisi sehat maka dalam hal ini wakafnya sah
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selama tidak ada maksud dari orang yang berhutang untuk
mengurangi atau menunda-nunda pelunasannya.
Namun pendapat pengikut mazhab Hanafi dan Syafi’i yang
membatalkan wakaf dari orang yang berutang, jika dengan
wakaf itu akan mempersulit pelunasan hutang-hutangnya. *
b.) Wakaf orang yang menderita sakit parah, sebagian ulama
berpendapat bahwa perdebatan tentang perbuatan si
penderita sakit adalah jika perbuatannya itu mengarah
kepada kematian.
Dalam hal ini, jika si penderita kembali pulih setelah itu,
maka semua perbuatannya berlaku, meskipun kemudian dia

meninggal akibat satu penyakit yang baru lagi.

3.) Syarat-syarat Harta Wakaf
Dalam mewakafkan harta agar dianggap sah maka harus
memenuhi beberapa syarat:
a.) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya)
b.) Harta wakaf itu jelas bentuknya
c.) Harta wakaf merupakan hak milik dari waqif
d.) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak seperti
tanah, atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf
yang ada.
4.) Syarat Sasaran Wakaf
Ketika tujuan dari disyariatkan wakaf adalah untuk menjaga

kesinambungan pahala bagi pihak pemberi wakaf, maka

¥ Lihat kitab al-fawagih al-adidah, jilid 1. 426
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pendekatan diri pada Allah beserta kelangsungannya menjadi
pokok pembahasan para ahli fikih dalam mengkaji syarat sasaran
dari wakaf itu sendiri. Syarat tersebut secara global meliputi hal-
hal berikut:

a.) Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi
pada kebajikan.

b.) Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebajikan yang
kontinu.

c.) Barang yang telah diwakafkan tidak kembali kepada si
wagqif.

d.) Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan
menguasai harta wakaf.

Beberapa persyaratan umum yang harus diperhatikan dalam

melaksanakan wakaf, di antaranya ialah:

a.) Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
agama Islam. oleh karean itu mewakafkan rumah untuk
dijadikan tempat ibadah agama lain, tidak sah. Tapi kalau
misalnya mewakafkan tanah untuk dijadikan jalanan umum
yang akan dilalui oleh oang Islam dan non Islam (orang
kafir), tidak mengapa.

b.) Jangan memberikan batas waktu tertentu dalam perwakafan.
Karena itu tidak sah kalau seseorang menyatakan: “saya
wakafkan kebun ini selama satu tahun”.

c.) Tidak mewakafkan barang yang semata-mata menjadi

larangan Allah yang menimbulkan fitnah.*
Barang siapa yang mewakafkan sesuatu yang dapat
memberi mudarat kepada warisnya, maka wakafnya
menjadi batal, karena Allah SWT tidak mengijinkan hal
seperti itu. Dan semua wakaf yang dimaksudkan untuk
menghentikan perintah Allah dan menghasilkan sesuatu
yang berlawanan dengan kewajiban-kewajiban dari Allah
azza wa jalla, maka wakaf itu batal. ¥

d.) Kalau wakaf diberikan melalui wasiat, yaitu baru terlaksana
setelah si wakif meninggal dunia, maka jumlah atau nilai

% pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah,
Yogyakarta, Cetakan Kedua, 1971, 273.

% Shiddik Ibn Hasan Khan, Ar-Raudlatun Nadiyah, Syarh ad-Durarul Bahiyyah, Juz 2, al-
Muniriyyah, Mesir, (tanpa tahun). 160
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harta yang diwakafkan tidak boleh lebih dari 1/3 sebagian
jumlah maksimal yang boleh diwasiatkan.

Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengatur
perwakafan yang sudah lebih khusus, dalam hal ini mengenai tanah
milik. Pasal 1 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau
badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya
berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya
untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya
sesuai dengan ajaran agama Islam.

Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dapat mewakafkan
tanah milik. Dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dapat
mewakafkan tanah miliknya ialah:

» Badan-badan hukum Indonesia
» Orang atau orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. Telah dewasa
b. Sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang
untuk melakukan perbuatan hukum
c. Atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain.*°
7. Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik
Dalam hukum tanah nasional ditetapkan bahwa hak atas tanah yang
dapat diwakafkan untuk kepentingan peribadatan, pendidikan, dan sosial
adalah hak milik. Pihak yang mewakafkan tanah disebut wakif disebut

nadzhir. Wakaf tanah hak milik dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf yang

dibuat oleh Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Wakaf tanah Hak Milik

“ Departemen agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik.
Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. Jakarta, 1984/1985. 91-92
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wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk diterbitkan Sertipikat
Wakaf sebagai tanda bukti haknya. (Urip Santoso, 2014. 01)

Adapun penjelasan lebih rinci tentang tanah hak milik dijelaskan
dalam Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf, UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang
Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah
Milik, inilah yang akan menjadi rujukan peneliti untuk dijadikan bahan

analisis tentang Sengketa Wakaf Atas Tanah Jaminan tersebut.
8. Penyelesaian Perselisihan Perwakafan Tanah Milik

Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945 dalam menjalankan roda kenegaraannya berdasarkan atas hukum,
tidak atas kekuasaan belaka.** Maksudnya, bahwa negara dalam mengurus
setiap bidang kehidupan berdasarkan atas aturan-aturan dan norma-norma
hukum. Sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat dan
Negara akan terlindungi.

Dalam Pasal 12 penyelesaian perselisihan sepanjang Yyang
menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan
Agama setempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

* penjelasan Undang-undang Dasar 1945
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Wewenang Pengadilan Agama dalam masalah perwakafan tanah
ini meliputi masalah-masalah:

a. Wakaf, wakif, ikrar, nadzir dan saksi. Kewenangan di bidang
menyangkut sah tidaknya perbuatan mewakafkan, yaitu yang
menyangkut benda yang diwakafkan, wakif, ikrar, saksi dan nadzir.
Di dalam hal ini perselisinan banyak didorong oleh faktor yang
mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf
atau untuk menarik kembali tanah (harta) yang telah diwakafkan,
baik oleh Wakif atau oleh ahli warisnya. Faktor pendorongnya
antara lain:

1). Makin langkahnya tanah

2). Makin tingginya harga

3). Menipisnya kesadaran beragama; atau

4). Wakif mewakafkan seluruh atau sebahagian besar dari hartanya,
sehingga dengan demikian Kketurunannya merasa kehilangan
sumber rezeki dan menjadi terlantar kehidupannya sehingga hal
tersebut dapat menjadi malapetaka bagi generasi yang ditinggalkan.
Akibatnya, tidak mustahil dijumpai ahli waris yang mengingkari
adanya ikrar wakaf dari orang tuanya dan tidak mau menyerahkan
tanah wakaf kepada Nadzir atau sama sekali tidak mau
melaporkan;

5). Sikap serakah dari ahli waris atau sama sekali tidak tahu adanya
ikrar wakaf karena tidak diberitahu oleh orang tuanya.

b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf); seperti Akta Ikrar
Wakaf, Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf, sertifikat tanah wakaf,
dan hal-hal lain, yang berhubungan dengan pencatatan dan
pendaftaran perwakafan dan tanah wakaf:

c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf, seperti penyimpangan
penggunaan harta wakaf oleh nadzir dan lain-lain.

9. Ketentuan Hukum

a. Ketentuan Pidana
Kitab jinayah atau hukum pidana dalam Islam tidak menyinggung

secara khusus tentang adanya ancaman pidana terhadap pelanggaran

yang dilakukan dalam pelaksanaan perwakafan tanah.
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Berbagai kitab Figh Islam menempatkan pembahasan mengenai
perwakafan ini dalam rumpun yang berbeda. Misalnya Hasbi Ash-
Shiddigi memasukkannya dalam bagian ibadah(diantara zakat dan
puasa). Sedangkan Asy-Syaukaniy dan Ash-Shan’aniy meletakkanya
di antara pembahasan masalah-masalah mauamalah (hukum perdata)

Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik mencantumkan dua pasal mengenai ancaman
pidana. Pasal 14 menentukan ancaman hukuman kurungan selama-
lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyakanya Rp. 10.000 bagi
pelanggar:

» Pasal 5 tentang keharusan wakif mengikrarkan kehendaknya di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

Pasal 6 ayat (3) keharusan pendaftaran nadzir pada KUA
Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan,

Pasal 7 ayat (1) tentang kewajiban nadzhir untuk mengurus dan
mengawasi kekayaan wakaf serta hasil-hasilnya,

Pasal 7 ayat (2) tentang kewajiban nadzir untuk membuat laporan
berkala,

Pasal 9 tentang tata cara perwakafan tanah milik,

Pasal 10 tentang pendaftaran wakaf tanah milik,
Pasal 11 tentang perubahan perwakafan tanah milik,

VVYVY YV V VY

Selanjutnya pasal 15 mengatur bahwa apabila perbuatan yang
dimaksud dalam pasal 14 dilakukan oleh atau atas namabadan hukum
maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tatatertib
diajtuhkan, baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka
yang memberi perintah melakukan perbuatan tersebut atau yang
bertindak sebagai pemimpin atau penanggung jawab dalam perbuatan

atau kelalain itu atau terhadap kedua-duanya.
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Sedangkan dalam perselisihan mengenai perwakafan tanah

penyelesaiannya disalurkan kepada Pengadilan Agama seperti diatur

dalam pasal 12 PP Nomor 28 tahun 1977.%

b. Ketentuan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah No.

24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf.

1.) Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a.

Wakaf adalah perbatan wakif untuk memisahkan dan/atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan
secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan
harta benda miliknya.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari
wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan
peruntukannya.

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya
tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai
nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
Pejabat pembuat akta ikrar wakaf, selanjutnya disingkat
PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh
menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

Badan wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk
mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang
agama.®®

*2 peraturan Perundang-undangan Perwakafan. Op. Cit. 92-96
** Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Peraturan Perundangan
Perwakafan, Tahun 2016, 2-3
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2.) Bab Il Dasar-dasar Wakaf

» Bagian Pertama Umum
a. Pasal 2, wakaf sah apabil dilaksanakan menurut syariah
b. Pasal 3, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan
» Bagian Keenam Harta Benda Wakaf
a. Pasal 15, Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan
apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.
> Bagian Ketujuh Ikrar Wakaf
a. Pasal 19, untuk dapat melakasanakan ikrar wakaf, wakif
atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau  bukti
kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. **

c. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturn Dasar Pokok-Pokok
Agraria.

1.) Bagian 111 Hak Milik

a. Pasal 20. (1) hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat
dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan
mengingat ketentuan dalam pasal 6.

b. Pasal 21. (1). Hanya warga negara Indonesia dapat
mempunyai hak milik.

C. (2). Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang
dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

d. Pasal 22. (1). Terjadinya hak milk menurut hukum adat
diatur dengan peraturan pemerintah.

e. Pasal 25. Hak milik dapat dijadikan jaminan hutang dengan
dibebani hak tanggungan.*

d. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang
Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 Tentang
Perwakafan Tanah Milik.

Pasal 1 (b). Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau
badan hukum yang memisahkan sebagian dari hartanya

kekayaannya berupa tanah milik dan melembagakannya untuk

* Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Op. Cit. 4-5
** Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Op. Cit. 66
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selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan
umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

(c). Wakaf adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang
mewakafkan tanah miliknya.

(d). Ilkrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk

mewakafkan tanah miliknya.“°

*® Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Op. Cit. 150



BAB Il

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah metode penelitian ilmiah, metode penelitian
merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan
selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting
karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan.
Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan
penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah
ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.*’
A. Jenis Penelitian

Sebelum melakukan penelitian menentukan jenis penelitian

sangatlah penting karena jenis penelitian merupakan payung penelitian

*" Marzuki, Metodelogi Riset (yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000) him. 4

40
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yang akan dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya,
penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena
berpengaruh pada keseluruhan perjalanan riset.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum
empiris yaitu berdasarkan fakta sosial atau pembuktian suatu data yang
terjadi di masyarakat kemudian melakukan penelitian untuk dapat
menjalankan serta mengembangkan fakta sesuai dengan hukum yang
berlaku. Selain itu ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini yang akan
peneliti lakukan termasuk penelitian lapangan (field research), dimana
peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data
dari informan yang telah ditentukan.® Oleh kareananya dari hasil
pengumpulan data tersebut dideskripsikan atau digambarkan bagaimana
status tanah yang menjadi objek sengketa serta akibat hukum dari
sengketa wakaf atas tanah jaminan hutang di Kelurahan Gadang gang 2,
Kecamatan Sukun, Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian
Dalam menyelesaikan masalah di konteks ini, sesuai dengan jenis
penelitian yang berupa penelitian empiris. Maka pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatof dan
pendekatan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik. Pendekatan secara kualitatif artinya

menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak

*8 Soejono & Abdurrahman, “Metode penelitian suatu pemikiran dan penerapan”,
(jakarta; Rineka Cipta, 1999). 22
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tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan
interpretasi data. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan
yang menghasilkan data deskriftif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak di tuangkan dalam
variabel atau hipotesis, sebab penelitian kualitatif lebih mengutamakan
penggunaan wawancara dan observasi.*°

Dalam penelitian ini, analisis data berwujud kegiatan untuk
menjadikan sistematis terhadap objek hasil penelitian dan sumber hukum
tertulis, dimana dengan mencari keterkaitan antara keduanya. Penelitian
deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi
atau gambaran atau lukisan secara sistematif, mengenai suatu fenomena
yang terjadi dimasyarakat. *°

Maka dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan
otentik yang dikarenakan penulis bertemu secara langsung dan berhadapan
dengan informan, sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog
dengan informan. Selanjutnya penulis mencatat semua yang berkaitan
dengan objek yang diteliti dan mendiskripsikan objek yang diteliti secara
sistematis.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Jalan Gadang gang 2, Kelurahan

gadang Kecamatan Sukun Kota Malang. Peneliti memilih Sengketa Wakaf

atas Tanah Jaminan Hutang sebagaimana tempat penelitian karena peneliti

*° Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan, (UIN Maliki Malang), 48
%0 M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media, 2012), 25
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merasa ada ketidaksesuaian antara wakif dengan tanah yang diwakafkan
untuk Masjid Nurul Huda terjadi sengketa bahwa pemilik tanah tersebut
bukan milik wakif melainkan milik pihak kedua yang mempunyai tanah
tersebut, sedangkan dalam syarat-syarat wakaf harus pemilik tanah dan
dalam Undang-undang Pokok Agraria No. 50 Tahun 1960 tentang
peraturan dasar Pokok-pokok agraria yang menjelaskan bahwa tanah itu
harus jelas milik sendiri serta turun menurun. Hal ini yang merupakan
suatu ikrar wakaf dari tanah hak milik orang lain.
. Sumber Data
Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah suatu tempat atau
orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Sehingga
sumber data merupakan salah satu komponen yang vital. Kesalahan dalam
menggunakan dan memahami sumber data yang akan diperoleh juga akan
meleset dari yang diharapkan. Oleh karenanya, peneliti harus mampu
memahami sumber data yang mesti digunakan dalam penelitian tersebut.
Terdapat tiga jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan
data sekunder;
1. Sumber Data primer
Data ini diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu para

pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan

data ini perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga data

yang diperoleh benar-benar valid. Sehingga dalam hal ini peneliti

menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung
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terhadap masyarakat di Gadang 2. RT.10 RW.07 Gadang, Kecamatan
Sukun, Kota Malang.
Sumber data primer dari penelitian ini adalah informan dari berbagai
kalangan yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Sukun, wakif, nadzhir,
saksi, dan pihak yang memiliki tanah tentang permasalahan sengketa
wakaf atas tanah jaminan hutang di Gadang 2. RT.10 RW.07 Gadang,
Kecamatan Sukun, Kota Malang.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan data utama yang diperolen melalui studi kepustakaan

yang bertujuan memperoleh teori yang bersumber dari buku-buku dan
dokumen mengenai Sengketa Wakaf atas Tanah Jaminan Hutang di
Jalan Gadang gang 2 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota
Malang yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, internet dan
literatur lain terutama yang berkaitan dengan Sengketa Wakaf atas
Tanah Jaminan Hutang.™

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis
menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data
yang tepat. Maka salah satu teknik pengumpulan data dengan
menggunakan kejelian peneliti dalam mencatat dari sumber penelitian

tersebut. Tujuannya agar dapat diperoleh dua yang objektif.

5! Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif (Surabaya:
Airlangga Press, 2001). 129
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Adapun teknik pengumpulan data Primer dalam penelitian ini
(empiris) adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.’?

Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Pada tahapan ini, peneliti dalam mengumpulkan data
menggunakan metode wawancara, Yyaitu tanya jawab terhadap
informan terkait permasalahan yang hendak dikaji dan diteliti.>®

Dalam Sengketa Wakaf atas Tanah Jaminan Hutang, peneliti
menargetkan informasi dari Pemilik Tanah, Wakif, Nazhir, warga dan
selain itu informan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Sukun untuk
mendapatkan hasil data-data wawancara yang lebih berintregasi dan
kredibilitas yang tinggi. Adapun informan yang akan diwawancarai
yakni;
a. Bapak Achmad Shampton. M.Hi (Kepala KUA Sukun Malang)
b. Bapak Kastari dan Istri. (Pemilik Rumah)
c. Bapak Samsul Huda. (Takmir/ Nadzhir Wakaf)
d. Bapak Abdul Lathif (muwakkil) memberi kuasa secara lisan

kepada bapak Umar Hamzah (muwakkal/wakil).

Informan dipilih dengan kriteria bahwa mereka mengetahui secara

mendalam tentang wakaf tanah jaminan tersebut. Untuk itu

52 Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, Pedoman Penulisan Karya llmiah (Tanpa Penerbit,
2013). 29
%3 Nazir Moh, metode penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193
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dimungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan insidental (yang tidak

terduga) sesuai dengan alur pembicaraan ketika wawancara.
2. Observasi

Observasi adalah teknik dalam mencari informasi langsung
dengan cara melakukan pengamatan dengan jarak dekat meliputi
kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan
menggunakan seluruh alat indra, yaitu: penglihatan, penciuman,
pendengaran, peraba, dan pengecap. Tentunya observasi yang
dilakukan haruslah yang masuk dalam kategori pengamatan ilmiah,
bukan pengamatan sehari-hari yang rutin dilakukan oleh orang lain.**
Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang
Sengketa Wakaf atas Tanah Jaminan Hutang di JI. Gadang gg 2
Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah
dokumen wawancara yang peneliti lakukan dengan cara merekamnya
ketika wawancara berlangsung. Dengan rekaman itu nantinya peneliti
akan mendengarkan untuk berulang kali agar bisa menangkap pesan
yang hendak disampaikan oleh informan bila informasi yang diberikan
ketika wawancara masih kurang difahami. Dan rekaman juga bisa
menjadi sumber tetap yang sangat penting bagi peneliti nantinya.

Adapun dokumen yang diperlukan adalah berkas-berkas akta jual beli

> Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2012), 135
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kedua belah pihak mengenai hasil rekaman, dan perlu diketahui bahwa

tidak ada berkas hutang piutang melainkan hanya secara lisan saja.>

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini, nantinya akan disajikan
dalam bentuk tulisan deskriptif-kualitatif. Adapun yang dimaksud
deskriptif kualitatif, menurut Bogdam dan Taylor sebagaimana dikutip
olen Moleong adalah metode sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data atau sumber hukum yang deskriptif, berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.>®

Dalam hal ini analisis terhadap bahan hukum atau data yang
digunakan secara dekriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha
menggambarkan dan mengiterpretasikan kondisi dan hubungan yang ada,
pendapat yang sedang bersentuhan dengan pendapat yang sedang
berkembang.>’ Atau analisis bahan hukum atau data dimulai dengan
menelaah seluruh bahan hukum data yang tersedia dari berbagai sumber,
yaitu dari wawancara, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, foto dan
sebagainya.’®

Setelah bahan hukum atau data diproses dengan proses di atas,
maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum. Dan untuk

menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah

> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&G. 240

% Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) 103.
% Sunarto, Metode Penelitian Deskriptif, ( Surabaya: Usaha Nasional). 47.

% Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 190.
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pemahaman, maka peneliti dalam menyusun hasil penelitian melakukan
beberapa upaya:
1. Editing Data

Editing adalah melakukan pemeriksaan ulang dengan tujuan data
yang dihasilkan berkualitas baik, dan mementingkan pada kelengkapan
data yang didapat dilapangan baik data wawancara ataupun data dokumen,
sehingga dapat diketahui apakah data-data tersebut sudah memenuhi syarat

untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya atau tidak.

Berkenaan dengan penelitian yang diteliti lakukan di Jalan Gadang
gang 2 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang. Maka maksud
editing diatas adalah mengumpulkan keseluruhan data yang didapat dari
Sengketa Wakaf atas Tanah Jaminan Hutang seperti hasil wawancara,
berkas-berkas, dan dokumentasi dalam bentuk tulisan yang selanjutnya

akan diedit dan menghilangkan data-data yang tidak penting.

2. Klasifikasi

Setelah tahap editing selesai, maka tahap selanjutnya yang dapat
dilakukan peneliti adalah menyusun dan mengumpulkan data dalam file
tertentu sehingga data lebih sistematis dan untuk mempermudah bahasa

yang sesuai dengan keinginan penulis yang kaitannya dalam penelitian ini.

Pengumpulan sumber hukum hasil wawancara Sengketa Wakaf
atas Tanah Jaminan Hutang yang diklarifikasikan berdasarkan kategori

tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah, sehingga
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data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan
dalam penelitian. Baik data itu didapat Baik data itu didapat melalui
wawancara, teori ataupun dalam dokumentasi lainnya.*® Dengan kata lain,
Klasifikasi sama halnya dengan upaya memilah-milah, atau
mengelompokkan setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki

kesamaan.®°

3. Verifikasi

Selanjutnya tahapan metode untuk data sengketa wakaf atas
jaminan hutang ini adalah, melakukan pengecekan ulang (verifikasi data)
dengan cermat tentang data yang telah ada. Pengecekan ulang ini dapat
dilihat dari segi relevansi data wawancara, teori ataupun dokumentasi

lainnya terhadap rumusan masalah sengketa wakaf atas jaminan hutang.

Verifikasi data ini dapat terhindar dari ambiguitas dalam penelitian.
Pada tahap ini, peneliti akan melihat data yang berasal langsung dari
sumber yang dipercaya sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahan

data yang diperoleh.

4. Analisis

Selanjutnya data-data yang diperoleh dari hasil wawancara
terhadap pihak yang berselisih mengenai Sengketa Wakaf atas Tanah
Jaminan Hutang akan dianalisis dengan tujuan agar data mentah yang telah

diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Analisis ini

> Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian, 104
% |exy. J. Moleong, Metode Penelitian, 288
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menggunakan teori-teori yang relevan artinya teori-teori yang berkaitan
degan Sengketa Wakaf Atas Tanah Jaminan Hutang yang telah dipaparkan
pada BAB II.

Hal ini dilakukan untuk melihat dan memahami apakah data yang
didapat di lapangan telah sesuai dengan teori dalam wakaf ataukah belum,
serta memahami apa makna yang terdapat dalam peristiwa yang sedang
diteliti tersebut. Dalam penelitian ini metode analisis yang akan dipakai
adalah deskriptif kualitatif, yaitu peneliti membangun dan mendiskripsikan
melalui analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh
gambaran yang jelas secara diskriptif kualitatif,** tentang Sengketa Wakaf
Atas Tanah Jaminan Hutang Di Jalan Gadang gang 2 Kelurahan Gadang

Kecamatan Sukun Kota Malang.

5. Kesimpulan

Tahapan terakhir dari prosedur pengolahan data adalah penutup,
yaitu penelitian menyimpulkan hasil penelitiannya. Kesimpulan yang
merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu
tentang “Sengketa Wakaf Atas Tanah Jaminan Hutang Di Jalan Gadang

gang 2 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang.”

* Winaryo Surachmad, Dasar dan Tejnik Penelitian Research Pengantar (Bandung: Alumni,
1992), 20



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Obyek Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian dalam
mewujudkan adanya kesesuaian antara realita sosial dan data yang
ada, maka perlu adanya deskripsi mengenali profil lokasi penelitian
berdasarkan data profil Sengketa Wakaf Atas Tanah Jaminan Di Jalan
Gadang Gang 2 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang.

Adapun batas wilayah lokasi antar kedua belah pihak yaitu

sebelah utara tanahnya bapak kusnan/piano, sebelah selatan tanahnya

51
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gang 2, sebelah timur tanahnya bapak saiful dan masjid, sebelah barat
tanahnya bapak kastari. Paparan sumber data lokasi tersebut peneliti
dapat dari akta jual beli tanah atau surat tanah dari kedua sumber.
B. Status Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa Kedua Belah Pihak
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai Sengketa Wakaf Atas
Tanah Jaminan di Jalan Gadang Gang 2 Kelurahan Gadang Kecamatan
Sukun Kota Malang, maka peneliti akan menjelaskan dari data yang di
dapat dari hasil wawancara Kepala KUA Sukun, Takmir, Nadzhir, pihak
yg memiliki tanah, dan masyarakat yang bersangkutan tentang itu. Adapun
hasil wawancara sebagai berikut:
Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak
Achmad Shampton M.Hi selaku Kepala KUA Sukun Malang di masa
beliau menjabat sebagai Kepala KUA Sukun :

1.) “ Setahu saya Tanah tersebut diwakafkan tanpa sepengetahuan
pemiliknya, dan orangnya dibilang sudah menjual tanah tersebut,
padahal bapak kastari tidak merasa menjual tanah yang ditempati
tersebut, dan saya mendapatkan laporan tersebut dari laporan
surat-surat yang diadukan oleh bapak tersebut, dan bapak itu
mengirim surat yang isinya penangguhan ikrar wakaf. “Dan
apabila tetap saja diwakafkan maka wakaf tersebut batal (tidak
sah), maka harus dibatalkan. Sudah jelas hukumnya.®®

Dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Shampton selaku
Kepala KUA Kecamatan Sukun Kota Malang diatas tentunya sudah kita

ketahui bahwa syarat wakaf adalah hak milik sendiri.

%2 Shampton, Wawancara (KUA Sukun, Malang)
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Dalam hukum Syariat Islam dijelaskan bahwa Syarat-sayarat harta
wakaf yaitu harus Kepunyaan orang yang berwakaf, Harta wakaf
merupakan hak milik dari waqif Tidak mewakafkan barang yang semata-
mata menjadi larangan Allah yang menimbulkan fitnah.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, Pasal 20. (1) hak milik adalah hak turun-menurun,
terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan
mengingat ketentuan dalam pasal 6.

Dari surat-surat yang tertera diketahui bahwa memang tanah
tersebut milik bapak kastari secara utuh, dan beliau sudah menempati
rumah tersebut selama 30 tahun lamanya, hal ini bisa dilihat dari surat
permohonan bapak kastari yang berisi Akta Jual Beli (ajb) beliau dengan
ukuran rumah 301 M? pemilik tanah/bangunan berdasarkan akta jual beli
tanggal 05-11-1986, laporan tersebut dilaporkan pada tanggal 20
September 2016.%

Seperti yang disampaikan oleh bapak Kastari bahwa :

1.) “Saya sendiri tidak mengerti kemaren itu tidak ada apa-apa tapi
sekarang kok jadi seperti ini, sebelumnya seharusnya saya
didatangi dulu, pak kastari ini mau saya wakafkan bagaimana?
Kan gitu. Jadi tanpa sepengetahuan saya sudah seperti ini,
seharusnya kalau diwakafkan tanah itu harus bersih dan miliknya
sendiri biasanya tidak ada yang keberatan. Dan awalanya dia
beli tanah saya tapi bukan yang saya tempati akan tetapi yang
dibelakang, didepannya belakang itu ada rumah lagi saya jual
dan suartnya jadi satu toh, saya jual suratmya buat jaminan toh,
tahu-tahu dibalik namakan semuanya sama dia, dan saya tidak
merasa di panggil kelurahan, notaris, dan saya disodori belangko

83 Surat laporan kepada KUA Sukun-Malang (Perihal : Sengketa Tanah yang Diwakafkan)
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kosong dan saya tanda tangani belangko tersebut dan tahu-tahu
seperti ini. Padahal tanah ini milik saya, padahal saya sudah
menempati rumah ini 30 tahunan lebih dan saya asli sini saya
tidak merasa apa-apa, dan anak saya yang tiga itu sudah jadi
orang semua, dan jika tanah ini diminta orang banyak tidak apa-
apa namun saya minta ganti rugi dicarikan rumah yang sepadan,
betul saya sewa rumah tapi yang dibelakang, dan saya

melaporkan ini atas anjuran pak RW ke pak Luthfi dan beliau

menyampaikan surat kepada kepala KUA Sukun Malang. o4

Jelas dinyatakan bahwa terjadi sengketa disebabkan ketidak tahuan
beliau bahwa surat tanah yang diberikan untuk jaminan hutang di pindah
nama keseluruhan kepada bapak Lathif, padahal secara jelas yang dijual
adalah rumah yang dibelakang bukan rumah yang sekarang sudah di
tempati selama 30 Tahun, itupun menjualnya kepada Bapak Arditiningsih
dan beliau sebagai pemilik tanah/bangunan berdasarkan akta jual beli
tanggal 05 november 1986, pendapat beliau juga di dukung oleh kelurahan
dan RW setempat, sehingga beliau melaporkan hal ini ke KUA Sukun
Kota Malang.

Awal tanah itu ialah bahwa bapak kastari membeli kepada bapak
Tawar pada hari rabu tanggal 29 oktober 1986 yang mana pihak ke | telah
menjual rumah dan halaman seluas : 301 M? (terlampir pada petok
D/segel), kepada pihak ke Il (Kastari) dengan harga Rp. 6.750.000 (enam
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Namun disini ada perbedaan dengan pemaparan yang diberikan
oleh bapak Saiful Huda selaku takmir masjid, beliau menjelaskan

sebaliknya, yaitu:

% Kastari, Wawancara, (Malang, 04-Oktober-2016)
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1.) “Tanah tersebut diwakafkan oleh bapak lathif dan disaksikan oleh
wali kota malang, bapak kastari ngontrak disiti dan n masa
habisnya maret 2017, dan kita tidak ada niatan untuk mengusir,
lalu orang itu tiba-tiba katanya dia mau diusir, lalu melaporkan ke
pembantu penghulu bahwa rumahnya mw diminta masjid, bukan
minta tetapi orang yang punya rumah mewakafkan untuk masjid
menunggu waktunya habis yaitu maret 2017, lalu orang yeng
menerima pengaduan pak luthfi langsung melaporkan kepada gus
shampton, dan mengatakan itu tidak benar wakafnya harus
dibatalkan karena itu bukan miliknya. Dan kita sendiri sudah tahu

65
aturan hukumnya.”

Pernyataan bapak Saiful Huda menggambarkan bahwa
tanah tersebut milik bapak Lathif karena sudah dibeli, dan posisi
bapak kastari sebagai pengontrak bukan pemilik rumah, “jadi
wajar saja diwakafkan karena itu miliknya” pendapat beliau seperti
itu. Namun beliau tidak tahu sesungguhnya tanah mana yang dijual
belikan karena bukan wewenangnya. Tentunya hal inilah yang
menjadi pokok permasalahan ini, yang mana menjadi
persengketaan kedua belah pihak.

Wawancara kepada bapak Umar Hamzah sebagai masyarakat;

1) “Bahwa masjid ini tidak ada permasalahan baik itu masalah
ketakmiran, masalah perwakafan yang menyangkut dengan yang
mewakafkan dan orang yang pemilik tanahnya karena saya sudah
memegang surat resmi baik itu sertifikat, akta jual beli (ajb) dari
pemilik tanah dan asal mula pemilik tanah sekarang, karena
sumber dari yang memunculkan tidak tahu menahu yang didalam,
karena yang memilik tanah sekarang ini, yang mengontrak
sekarang ini punya niat sebelumnya kurang ikhlas bahwa tanah ini
diwakafkan, bahwa antara keluarga suami-istri ini belum singkron
tapi sekarang saat ini sudah singkron, jadi yang ngontrak
sekarang ini beliau seperti minta saran (wadul) kpd pak mudin,

% Saiful Huda, Wawanacara (Malang, 23 Oktober 2017)
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lalu pak mudin ini bahasa yang diterima ini belum mateng,

sehingga langsung melaporkan kepada Kepala KUA Sukun.”®®

Pendapat beliau bahwa tanah tersebut memang awalnya
milik bapak kastari namun sudah dijual kepada bapak lathif dan
posisi bapak kastari sekarang ngontrak di rumah yang
ditempatinya, dan bapak lathif memberikan bukti-bukti akta jual
belinya kepada bapak Umar Hamzah.

Dari hasil pemaparan diatas bisa dilihat dari bukti akta jual belinya
ternyata ada yang sangat mengganjal dari perkataan bapak Saiful dan
Bapak Umar Hamzah, yaitu isi akta jual belinya tidak sesuai dengan
perkataan bapak umar hamzah dan keterangan surat yang dimiliki bapak
kastari, bahwa pada hari Rabu, 7 Nopember 1990 pihak I (bpk kastari)
menjual tanahnya kepada pihak Il yaitu (bpk ardiati ningsih), dengan luas
tanah yang dijual 88 M? dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
Maka sangat jelas sekali bahwa bapak kastari tidak pernah menjual
tanahnya yang seluas 301 M? kepada bapak kastari.

Dimana dalam hal tersebut telah diketahui akar permasalahannya
yaitu adanya persengketaan antara kedua belah pihak tentang tanah hak
milik yang mana apabila suatu wakaf tersebut sah apabila wakafnya adalah
milik dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria “hak milik adalah hak
turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas

tanah” dan Hukum Positif di kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Hak

% Umar Hamzah, Wawancara, (Malang, Gadang, 03-februari-2017)
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milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan
leluasa”. Maka jelas jika ingin mewakafkan harus dengan tanah hak
miliknya sendiri bukan dengan tanah orang lain.
C. Akibat Hukum Sengketa Wakaf Atas Tanah Jaminan di
Kelurahan Gadang gg 2 Kecamatan Sukun Kota Malang
Sebagaimana peneliti jelaskan diatas bahwa dalam surat akta jual-
beli terdapat perbedaan yang sangat menarik yang mana kedua surat akta
jual beli tersebut tidak sama. Surat yang pertama tertanggal 29 oktober
1986 Bapak Tawar 64 Tahun sebagai pihak | menjual tanahnya seluas 301
M? (terlampir pada petok D/segel) kepada bapak Kastari Pihak ke Il
dengan harga Rp. 6.750.000. Akantetapi pernyataan bapak Lathif sebagai
pewakif bahwa tanah tersebut sudah dijual kepadanya, dan beliau
melampirkan surat-suratnya, yaitu tertanggal pada hari Rabu, 7 November
1990 bapak Kastari Pihak | menjual tanahnya seluas 88 M? kepada Bapak
Acrditianingsih sebagai Pihak Il dengan harga Rp. 1.000.000.

Disini peneliti memaparkan bahwa ada perbedaan signifikan antara
kedua surat itu berdasarkan hasil wawancara;

1.) Bapak kastari pemilik utama tanah tersebut tidak merasa menjual
kepada bapak Lathif, namun beliau bercerita benar berhutang
kepada bapak Lathif sebesar Rp. 18.000.000 dengan jaminan surat
rumahnya, namun bapak Lathif secara sepihak tanpa sepengetahuan
bapak Kastari membalikkan nama tersebut serta mewakafkan

tanahnnya.
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2.) Bapak Lathif memberikan keterangan bahwa tanah yang
diwakafkan beliau itu adalah tanah hak miliknya, namun sesuai
dengan pemaparan diatas surat tersebut tidak memiliki kesamaan
dengan surat pertama peneliti meminta arahan Kepala KUA Sukun,
dan ada indikasi bisa jadi surat tersebut palsu.

Para ulama sepakat bahwa wakaf yang tidak memenuhi syarat-
syarat wakaf sebagai tanah hak milik maka wakafnya batal, Syarat-
sayarat harta wakaf ialah Kepunyaan orang yang berwakaf. Benda
yang bukan haknya tidak boleh diwakafkan, karena Harta wakaf
merupakan hak milik dari wagqif.

Maka mewakafkan barang yang semata-mata menjadi larangan
Allah yang dapat menimbulkan mudarat kepada orang lain, maka
wakafnya menjadi batal, karena Allah SWT tidak mengijinkan hal
seperti itu. Dan semua wakaf yang dimaksudkan untuk menghentikan
perintah Allah dan menghasilkan sesuatu yang berlawanan dengan
kewajiban-kewajiban dari Allah azza wa jalla, maka wakaf itu batal.

Hal ini diatur dalam Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977
tentang perwakafan tanah milik menerangkan bahwa wakaf adalah
perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan
sebagian dari harta kekayaannya berupa tanah milik dan
melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan
peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama

Islam.
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Sengketa tanah wakaf atas tanah jaminan hutang, pada dasarnya
bisa adanya sengketa disebabkan oleh adanya ketidaktahuan pemilik tanah
yang asli bahwa tanah yang dia tempati diwakafkan sepihak (tanpa ijin)
darinya.

Jadi jika praktik wakaf atas tanah jaminan hutang ini yang pada
dasarnya tanah tersebut milik orang lain, maka peneliti mngategorikan
sengketa ini masuk kerana Tanah Hak Milik yang diatur dalam Hukum,
diantaranya menurut Hukum Positif;

1) Hukum Positif di kitab Undang-Undang Hukum Perdata,®’
Bab Ke Tiga Tentang Hak Milik (eigendom) Bagian Ke Satu
Ketentuan-ketentuan Umum
570. Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu
kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap
kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan
dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh
suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu
hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi
kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum
berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti
rugi.
571. Hak milik atas sebidang tanah mengandung didalamnya,

kemilikan atas segala apa yang ada di atasnya dan didalam tanah.

%" prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk
Wetboek. 171
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Di atas tanah bolehlah si pemilik mengusahakan segala
tanaman dan mendirikan setiap bangunan yang disukai; dengan tak
mengurangi akan beberapa pengecualian tersebut dalam bab ke empat
dan enam buku ini.

Dibawah tanah bolehlah ia membuat dan menggali sesuka hati
dan memiliki segala hasil yang diperoleh karena penggalian itu,
dengan tak mengurangi akan perubahan-perubahan yang kiranya harus
diadakan berhubungan dengan perundang-undangan dan peraturan
pemerintah tentang pertambangan, pengembalian bara, sampah
terpendam dan sebagainya.

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria. Bagian 111 Hak Milik

Pasal 20. (1) hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat
ketentuan dalam pasal 6.

Pasal 21. (1). Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak
milik. (2). Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang
dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Pasal 22. (1).
Terjadinya hak milk menurut hukum adat diatur dengan peraturan
pemerintah. Pasal 25. Hak milik dapat dijadikan jaminan hutang

dengan dibebani hak tanggungan.
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3) Dalam Peraturan Menteri Agama No 1 Tahun 1978 tentang Peraturan

Pelaksananaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik.
Pasal 1 (b). Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan
hukum yang memisahkan sebagian dari hartanya kekayaannya berupa
tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk
kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan
ajaran Islam.

Dapat disimpulkan bahwa jika mewakafkan tanah yang bukan hak
miliknya maka wakaf tersebut batal, karena sudah tentu perwakafan
tersebut melanggar syarat-syarat dan rukun wakaf itu, yang mana
dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf, UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturn Dasar Pokok-Pokok
Agraria dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang
Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah

Milik.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, diambil

kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa status tanah yang menjadi objek sengketa tanah wakaf
antara Bapak Kastari dan Bapak Lathif, ialah berawal dari bapak
kastari berhutang Rp. 18.000.000 kepada bapak lathif dan surat
tanahnya dijadikan jaminan hutang, lalu bapak lathif tanpa
sepengetahuan pihak kedua mewakafkan tanah yang secara
pengakuan itu miliknya karena beliau sudah membalikkan nama

surat tersebut. Padahal bapak kastari tidak merasa menjual
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rumahnya dan juga beliau tidak pernah menanda tangani berkas
jual-beli, dan beliau ada bukti surat asli tahun tertanggal 05
November 1986 dan peneliti melihat dari keterangan surat akta jual
beli sesungguhnya tersebut, tanah yang ditempati bapak kastari itu
miliknya bukan milik bapak Lathif. Darihal tersebut sudah tampak
bahwa surat tanah yang menjadi jaminan hutang tersebut milik
bapak kastari dan belum di jual belikan kepada bapak Lathif.

. Sehingga jelas bahwa tanah yang diwakafkan tersebut bukan milik
pribadi melainkan milik orang lain, secara syariat dan hukum maka
wakaf yang bukan tanah milik hukumnya batal dan wakaf tersebut
tidak bisa diteruskan untuk pembuatan akta ikrar wakaf di Kepala
Kepala Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang.

Hal ini tertuang berdasarkan Perundang-undangan Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-undang No. 5
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan
Tanah Milik dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28
Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Hal tersebut
dipaparkan sangat jelas dalam peraturan di atas yang mana tentang
penjelasan tanah milik, maka dari itu tidak sah apabila tanah yang

diwakafkan adalah milik orang lain.
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B. SARAN

1. Terkait status tanah yang menjadi objek sengketa hendaknya
Kelurahan, Kantor Urusan Agama Kota Malang, dan elemen-
elemen masyarakat merundingkan permasalahan ini bersama-sama
dengan pihak pertama dan kedua demi mendapatkan mufakat yang
baik, sehingga dengan musyawarah tersebut bisa mendapatkan
jalan tengah akan hal yang terjadi sehingga kesannya tidak
menyudutkan antara kedua belah pihak, karena musyawarah
tersebut adalah hal pokok yang terpenting dan merupakan tugas
dan tanggung jawab bersama.

2. Masyarakat Kelurahan Gadang gang 2 seharusnya meningkatkan
pemahaman akan hal wakaf sehingga mengetahui bahwa wakaf
yang bukan milik wakif berarti tidak sah (batal), dan kelurahan
harus menanggapi dan memeriksa surat-surat akta jual beli yang
sesungguhnya sehingga tidak ada kesalahpahaman antara
masyarakat dengan pihak-pihak yang bersengketa. Serta tugas
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang untuk
mensosialisasikan tentang wakaf kepada masyaakat agar lebih

paham.
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“Apakah karena pemindzhan hak ini tidak dilanggar ketentuan pasal 9
‘ Undang-undang No.56 Prp. tahun 1960 mengenai batas minimum pemilikan
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